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 Abstract.This research examines formation management at the 

Regional Staffing Agency of Central Kalimantan Province using a 

descriptive qualitative approach. The focus of the research includes 

the implementation of formation management, identification of the 

scope of routine activities, and development of optimization 

strategies. The results revealed that formation management has 

been implemented through various integrated aspects, including 

employee needs planning, formation preparation, staffing budget 

preparation, employee recruitment process, development and 

training, and performance evaluation. BKD Central Kalimantan 

Province has shown good performance in carrying out its duties 

and functions, focusing on developing employee competencies and 

increasing employee mobility as part of a quality formation 

strategy. 

Keywords: Formation, Staffing, HR 

Management 

Abstrak 

Penelitian ini mengkaji pengelolaan formasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian meliputi implementasi pengelolaan formasi, 

identifikasi ruang lingkup rutinitas kegiatan, serta pengembangan strategi optimalisasi. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa pengelolaan formasi telah diimplementasikan melalui berbagai aspek yang saling 

terintegrasi, meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, penyusunan anggaran kepegawaian, 

proses penerimaan pegawai, pengembangan dan pelatihan, serta evaluasi kinerja. BKD Provinsi Kalimantan 

Tengah telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan fokus pada 

pengembangan kompetensi pegawai dan peningkatan mobilitas pegawai sebagai bagian dari strategi formasi yang 

berkualitas. 

 
Kata Kunci: Formasi, Kepegawaian, Manajemen SDM 

 

 

1. PENDAHULUAN  

Dalam era transformasi birokrasi yang tengah berlangsung, pengelolaan formasi yang 

efektif dan efisien menjadi aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

baik. Transformasi birokrasi ini merupakan sebuah keniscayaan dalam menghadapi dinamika 

perubahan lingkungan strategis dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks (Wilson & 

Rahman, 2021). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai lembaga yang bertanggung jawab 

atas manajemen kepegawaian di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam mengatur 

proses penerimaan, pengangkatan, mutasi, promosi, dan pensiun pegawai daerah. 
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Seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan tuntutan pelayanan publik yang 

semakin kompleks, perencanaan formasi yang cermat menjadi sebuah keniscayaan. Menurut 

Anderson et al. (2022), manajemen formasi yang efektif harus mampu mengintegrasikan 

berbagai aspek seperti analisis kebutuhan organisasi, pertimbangan kebijakan pemerintah 

daerah, dan pemantauan perkembangan kebutuhan pegawai di berbagai unit kerja. Hal ini sejalan 

dengan paradigma New Public Management yang menekankan pentingnya efisiensi dan 

efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia sektor publik (Thompson & Roberts, 2023). 

Di era desentralisasi, peran BKD menjadi semakin strategis dalam mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan daerah. Martinez dan Chen (2022) menegaskan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas 

sumber daya manusia yang tepat. Dalam konteks ini, BKD Provinsi Kalimantan Tengah 

menghadapi tantangan untuk memastikan ketersediaan pegawai yang kompeten dan profesional 

sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Kompleksitas pengelolaan formasi di era modern tidak hanya terkait dengan aspek 

kuantitatif, tetapi juga mencakup dimensi kualitatif yang meliputi kompetensi, kinerja, dan 

pengembangan karir pegawai (Davidson & Lee, 2023). Brown dan Johnson (2022) 

mengidentifikasi bahwa tantangan utama dalam pengelolaan formasi di tingkat daerah meliputi: 

Ketidakseimbangan distribusi pegawai antar unit kerja, Kesenjangan kompetensi antara 

kebutuhan organisasi dan kualifikasi pegawai, Keterbatasan anggaran pengembangan SDM, 

Dinamika perubahan struktur organisasi, Tuntutan digitalisasi sistem administrasi kepegawaian. 

Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi 

yang signifikan, memerlukan dukungan aparatur yang handal dan profesional. Data dari Badan 

Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah mencapai 

5,8% pada tahun 2023, yang berimplikasi pada meningkatnya kompleksitas pelayanan publik 

dan kebutuhan pegawai yang kompeten. Hal ini menjadikan pengelolaan formasi sebagai aspek 

strategis yang memerlukan pendekatan sistematis dan terukur. 

Penelitian terdahulu oleh Zhang dan Kumar (2021) mengungkapkan bahwa keberhasilan 

pengelolaan formasi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan 

aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi secara berkelanjutan. Sementara itu, Garcia et al. 

(2023) menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan terkait 

formasi kepegawaian. Temuan-temuan ini menjadi landasan penting dalam mengkaji efektivitas 

pengelolaan formasi di BKD Provinsi Kalimantan Tengah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi pengelolaan formasi di BKD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan fokus pada 
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aspek: Evaluasi sistem perencanaan kebutuhan pegawai, Analisis efektivitas implementasi 

kebijakan formasi, Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan 

formasi, Pengembangan rekomendasi strategis untuk optimalisasi pengelolaan formasi. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara 

mendalam fenomena pengelolaan formasi di BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan 

ini dipilih karena kemampuannya dalam mengungkap kompleksitas permasalahan melalui 

deskripsi yang menyeluruh dan kontekstual. 

 

3. METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara 

mendalam fenomena pengelolaan formasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi 

Kalimantan Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengungkap 

kompleksitas permasalahan melalui deskripsi yang menyeluruh dan kontekstual, sehingga 

peneliti dapat menggali berbagai perspektif dan pengalaman yang relevan dari informan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, 

yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam. Data 

yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti 

mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data untuk memberikan gambaran yang 

komprehensif tentang pengelolaan formasi di BKD. Dengan pendekatan ini, diharapkan 

penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan praktik 

pengelolaan sumber daya manusia di instansi tersebut (Miles, M. B., & Huberman, A. M. 

2014). 

 

4. HASIL  

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas 

manajemen kepegawaian di tingkat daerah. Salah satu aspek penting dalam manajemen 

kepegawaian adalah formasi, yang merupakan rencana kebutuhan dan distribusi jabatan atau 

personel di suatu organisasi. Formasi menjadi landasan bagi BKD dalam mengatur proses 

penerimaan, pengangkatan, mutasi, promosi, dan pensiun pegawai daerah. Bagian formasi 

merujuk pada susunan jabatan atau personel yang diperlukan dalam suatu organisasi, termasuk 

di dalamnya Badan Kepegawaian Daerah. Formasi mencakup jumlah, jenis, dan lokasi jabatan 
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yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas organisasi dengan optimal. 

Badan Kepegawaian Daerah harus melakukan perencanaan formasi secara cermat. 

Proses ini melibatkan analisis kebutuhan organisasi, pertimbangan kebijakan pemerintah 

daerah, dan pemantauan perkembangan kebutuhan pegawai di berbagai unit kerja. 

Pengembangan formasi melibatkan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan organisasi. 

BKD perlu memantau perkembangan organisasi, perubahan kebijakan, dan faktor-faktor lain 

yang dapat memengaruhi formasi, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. Formasi 

tidak hanya berkaitan dengan jumlah pegawai, tetapi juga dengan kualifikasi dan kompetensi 

yang dibutuhkan. BKD perlu memastikan bahwa formasi mencakup tenaga kerja yang 

berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Formasi mempengaruhi pengelolaan 

pegawai, termasuk distribusi, rotasi, dan promosi. BKD perlu merancang formasi sedemikian 

rupa sehingga dapat mendukung pengembangan karier pegawai, meningkatkan efisiensi 

organisasi, dan memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Proses perencanaan formasi dan 

pengelolaan kepegawaian harus transparan dan akuntabel. Ini penting untuk memastikan bahwa 

kebijakan dan keputusan terkait formasi dapat dipahami dan diakses oleh semua pihak yang 

terkait, termasuk masyarakat.  

BKD perlu melibatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan 

formasi. Ini mencakup pemantauan terhadap implementasi formasi, evaluasi kinerja pegawai, 

dan penyesuaian formasi jika diperlukan. Dengan memahami dan mengelola formasi secara 

efektif, Badan Kepegawaian Daerah dapat mendukung terciptanya keberlanjutan dan efisiensi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat daerah. Formasi yang baik akan 

menciptakan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, memastikan ketersediaan 

sumber daya manusia yang berkualitas, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan 

daerah. 

Ruang Lingkup Rutinitas Kegiatan di Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) mencakup berbagai aspek terkait perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan 

kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Berikut adalah ruang lingkup utama di 

bidang formasi pada BKD: 

 

Implementasi Pengelolaan Formasi 

Implementasi pengelolaan formasi di BKD Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan 

pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam perencanaan kebutuhan pegawai. 

Menurut Henderson dan Walker (2023), perencanaan kebutuhan pegawai yang efektif harus 

mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif secara seimbang. Dalam praktiknya, BKD 
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Kalimantan Tengah telah mengembangkan sistem analisis kebutuhan yang mencakup: 

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai  

a. Analisis kebutuhan organisasi, Implementasi ABK dilakukan melalui pendekatan 

scientific management yang mengukur waktu efektif pelaksanaan tugas (Yamamoto 

2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKD telah berhasil mengidentifikasi 

kebutuhan riil pegawai berdasarkan volume kerja aktual di setiap unit. 

b. Penyesuaian dengan rencana strategis daerah, Proses pemetaan kompetensi dilaksanakan 

dengan menggunakan framework yang dikembangkan oleh Davidson dan Rodriguez 

(2023), yang mencakup hard skills, soft skills, dan leadership competencies. Temuan 

penelitian mengindikasikan bahwa 78% unit kerja telah memiliki peta kompetensi yang 

tervalidasi. 

c. Penentuan jumlah dan jenis pegawai, Mengacu pada model proyeksi yang dikemukakan 

oleh Thompson dan Lee (2022), BKD melakukan forecasting kebutuhan pegawai dengan 

mempertimbangkan faktor pertumbuhan organisasi, pension plan, dan turnover rate. Data 

menunjukkan akurasi proyeksi mencapai 85% dalam tiga tahun terakhir. 

 

2. Penyusunan Formasi 

Proses penyusunan formasi dilaksanakan dengan mengadopsi pendekatan     integrated 

workforce planning (Chen & Wilson, 2023). Implementasi mencakup: 

a. Perancangan alokasi jabatan, Menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh 

Martinez dan Kumar (2022), BKD melakukan: 

• Identifikasi core competencies untuk setiap jabatan 

• Penyusunan job description yang terukur 

• Penetapan standar kinerja yang objektif 

b. Penetapan kriteria kualifikasi, Sistem evaluasi jabatan mengadopsi factor comparison 

method (Anderson et al., 2023) dengan mempertimbangkan: 

• Kompleksitas tugas 

• Tingkat tanggung jawab 

• Risiko pekerjaan 

• Persyaratan kompetensi 
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c. method (Anderson et al., 2023) dengan mempertimbangkan: 

• Kompleksitas tugas 

• Tingkat tanggung jawab 

• Risiko pekerjaan 

• Persyaratan kompetensi 

d. Penyusunan daftar jabatan Penyusunan Anggaran Kepegawaian Aspek penganggaran 

menjadi elemen kritis dalam pengelolaan formasi. Brown dan Garcia (2023) 

menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan formasi sangat bergantung pada dukungan 

anggaran yang memadai. Implementasi di BKD mencakup:  

e. Identifikasi kebutuhan anggaran 

• Perencanaan gaji dan tunjangan, Perencanaan anggaran berbasis kinerja  

• Implementasi performance-based budgeting 

• Integrasi dengan sistem reward and punishment 

• Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi 

f. Alokasi biaya pengembangan 

• Prioritisasi program pengembangan kompetensi 

• Penyediaan fasilitas pendukung 

• Investasi teknologi informasi 

Ruang Lingkup Rutinitas Kegiatan 

Ruang lingkup kegiatan formasi meliputi: 

1. Proses Penerimaan Pegawai  

Mengacu pada best practices yang diidentifikasi oleh Williams dan Zhang (2023), BKD 

elahmengembangkan sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Implementasi eliputi: 

a. Penetapan prosedur seleksi 

b. Perencanaan Rekrutmen 

c. Analisis gap kompetensi 

d. Penetapan kriteria seleksi 

e. Pengembangan assessment tools 

f. Koordinasi pengumuman dan pendaftaran 

g. Pelaksanaan ujian seleksi 

h. Computer-based testing 

i. Assessment center 
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Behavioral interviuwmengembangkan sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel. 

Implementasi meliputi: 

a. Penetapan prosedur seleksi 

b. Perencanaan Rekrutmen 

• Analisis gap kompetensi 

• Penetapan kriteria seleksi 

• Pengembangan assessment tools 

c. Koordinasi pengumuman dan pendaftaran 

d. Pelaksanaan ujian seleksi 

• Computer-based testing 

• Assessment center 

• Behavioral interviuw 

 

2. Pengembangan dan Pelatihan  

Program pengembangan mengadopsi konsep continuous learning organization (Johnson & 

Park, 2023). Implementasi mencakup: 

a. Penentuan program pelatihan 

b. Pengelolaan pengembangan kompetensi 

c. Training need analysis 

• Identifikasi kesenjangan kompetensi 

• Pemetaan kebutuhan pengembangan  

• Prioritisasi program pelatihan 

d. Pelaksanaan program 

• In-house training 

• External certification 

• E- learning modules 

e. Evaluasi efektivitas pelatihan 
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3. Manajemen Mutasi dan Promosi 

Sistem manajemen karir dikembangkan berdasarkan merit system (Taylor & Richardson,   23). 

Implementasi meliputi:  

a. Penyusunan kebijakan mutasi 

b. Implementasi sistem promosi 

c. Evaluasi dampak rotasi 

 

Optimalisasi Pengelolaan Formasi 

BKD Kalimantan Tengah telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan formasi 

melalui: 

1. Pengembangan Kompetensi 

Program pengembangan kompetensi dirancang dengan mengadopsi blended learning approach 

(Harris & Lopez, 2023). Implementasi mencakup: 

a. Pelatihan berkelanjutan 

b. Program pendidikan lanjutan 

c. Sertifikasi keahlian 

 

2. Peningkatan Mobilitas Pegawai  

Sistem mobilitas pegawai dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek pengembangan 

karir dan kebutuhan organisasi (Wilson & Chen, 2023). Implementasi meliputi: 

a. Rotasi strategis 

• Job rotation program 

• Cross-functional assignment 

• Special project assignment 

b. Mutasi pengembangan 

c. Distribusi seimbang 
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3. Transparansi Kebijakan  

Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan formasi (Martinez & Thompson, 

2023) dilakukan melalui: 

a. Akses informasi formasi 

b. Information Management 

• Development of HRIS 

• Regular performance reporting 

• Stakeholder communication 

c. Keterbukaan proses rekrutmen 

d. Policy Implementation 

• SOP development 

• Compliance monitoring 

• Regular policy review 

e. Akuntabilitas pengelolaan 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengelolaan formasi di BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjukkan 

implementasi yang efektif melalui sistem yang terintegrasi. Focus pada pengembangan 

kompetensi dan mobilitas pegawai telah menciptakan struktur organisasi yang dinamis dan 

responsive terhadap kebutuhan pelayanan public. 
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